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PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.G/2022/PA Sak
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Nama Penggugat, NIK 1408094204730001, tempat dan tanggal lahir Benio, 02
April 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email namaalamatemail

@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, NIK 1403031612746767, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru,
16 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan surat
gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 50/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 26
Januari 2022, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Gasib Kabupaten Siak,
Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor
101/20/V111/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikarunia orang anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 tahun, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antar Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus sejak bulan 12 tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang
penyebabnya antara lain:

o Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

e Anak Tiri yang tidak mau membantu pekerjaan dirumah;

e Anak Tiri terus menerus meminta uang kepada Penggugat;

e Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan 12 tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana
Penggugat pergi kembali ke rumah sendiri. Pihak Tergugat menjemput
Penggugat bulan 06 tahun 2020 kembali ke kediamannya dengan perjanjian.
bulan 10 tahun 2021 Penggugat kembali ke rumah sendiri. Sehingga sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
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dan Tergugat untuk mencari penyelesaain dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawadda, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraiaan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat
terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan
tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.g.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) Terhadap
Penggugat (Nama Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap ke persidangan berdasarkan relaas panggilan yang sah dan patut,
sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas
Panggilan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 27 Januari 2022 dan 10
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Februari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat
tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya dan kelengkapan dokumen
elektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik/ e-court;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat
perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti
persidangan secara elektronik/ e_litigasi pada sidang pertama, namun karena
Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak bisa
meminta persetujuan Tergugat, maka persidangan secara elektronik/ e_litigasi
pada perkara ini tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha
optimal memberikan nasihat kepada Penggugat, supaya dapat
mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus
memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha
tersebut belum berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah
untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, kemudian dalam persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut perkaranya dengan alasan karena ingin menyelesaikan
permasalahan rumah tangganya di luar secara kekeluargaan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala
sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya
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menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara
jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan
perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki
kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
hukum Kabupaten Siak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur
daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada pengadilan
agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi relatif), maka
Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki
kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 132 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat
mempunyai legal standing atau persona standi in yudicio (berwenang dan
berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim
menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145
dan Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 junctis Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai
perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara
elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa
kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis
Hakim telah memberikan penjelasan kepada perihal hak dan kewajiban serta
kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi
pada sidang pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke
persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh, oleh karena itu
persidangan secara elektronik/ e_litigasi tidak dapat dilaksanakan dalam
perkara a quo dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa, oleh karenanya
ketentuan dalam Pasal 19 dan 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik juncto Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan
nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah
bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 65
dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
junctis Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut perkaranya dengan alasan karena ingin menyelesaikan
permasalahan rumah tangganya di luar secara kekeluargaan, berdasarkan hal
tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de
Rechtsvordering) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya
asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan
jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan persetujuan
Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)
telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process
doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban
beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de
Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan
yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka
berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat
tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA
Sak Sak dari Penggugat.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022
bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Amri Yantoni,
S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.l., M.H., dan Deded Bakti
Anggara, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh
Hermawandi, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Zulfikri, S.H.l., M.H. Amri Yantoni, S.H.l., M.A.

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Hermawandi, S.H.I.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Biaya Relaas Panggilan Penggugat Rp. 10.000,00
c. Biaya Relaas Panggilan Tergugat Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
Biaya Pemberkasan/ Proses Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 670.000,00
Biaya Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 790.000,00 (tujuh ratus

sembilan puluh ribu rupiah)
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